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ABSTRAK

REZKI PURWASARI. Analisis Kualitas Pelayanan Bagian Pengadaan Barang Dan
Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju (dibimbing oleh
Madris dan Mursalim Nohong).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kepuasan Instansi dan Mitra
terhadap kualitas pelayanan BPBJ Pemerintah Kabupaten Mamuju, dan hubungan
antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan Instansi dan Mitra terhadap
pelayanan BPBJ Pemerintah Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan
metode campuran kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.
Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan Instansi dan Mitra
terhadap pelayanan BPBJ Pemerintah Kabupaten Mamuju ditinjau dari Proses Seleksi
Penyedia Barang/Jasa adalah Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Terbuka dan
Adil. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan instansi dan mitra
terhadap pelayanan BPBJ Pemerintah Kabupaten Mamuju: 1) Mampu memberikan
pelayanan dengan cepat, tepat dan memuaskan atau terpercaya, 2) Ketanggapan
pegawai untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cukup tanggap
atau tanggap, 3) Karyawan memiliki pengetahuan, kemampuan, sopan santun, dan
sifat amanah dalam melayani pelanggan sehingga Assurance (Jaminan atau
Keyakinan) dapat terpenuhi, 4) Kemudahan dalam menjalin hubungan, komunikasi,
perhatian dan pemahaman akan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. terpenuhi
dengan baik sehingga menimbulkan rasa empati dapat dilakukan dengan cepat, dan 5)
Sarana fisik, peralatan, dan prasarana dalam pelayanan sudah berwujud.

KATA KUNCI: Kualitas Pelayanan, Pelayanan Memuaskan, Kabupaten Mamuju
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ABSTRACT

REZKI PURWASARI. Analysis Of Goods And Services Procurement Section (Bpbj) Service
Quality Of Mamuju District Government Regional Secretariat (supervised by Madris dan
Mursalim Nohong).

This research aims to explain the level of satisfaction of agencies and partners on the BPBJ
service gquality of Mamuju District Government, and the relationship between the factors that
affect the satisfaction of Agencies and partners towards BPBJ services of the Mamuju
District Government. This research uses a mixed-method of qualitative and quantitative with
a descriptive analysis approach. From the research, it can be concluded that the level of
satisfaction of Agencies and Partners with BPBJ services of the Mamuju District Government
reviewed from the Selection Process for Goods/Services Providers is Efficient, Effective,
Transparent, Accountable, Open and Fair. The relationship between the factors that affect
the satisfaction of agencies and partners to the BPBJ services of the Mamuju District
Government: 1) Able to provide services promptly, accurately and satisfactorily or reliably,
2) Responsiveness of employees to assist customers and provide services that are quite
responsive or responsive, 3) Employees have knowledge, ability, courtesy, and trustworthy
nature in serve customers so that Assurance (Guarantee or Confidence) can be fulfilled, 4)
Ease of relationships, communication, attention and understanding of customers' needs can
be met properly so as to generate a sense of empathy can be done swiftly, and 5) Physical
facilities, equipment, and infrastructure in the service is already tangible.

KEYWORDS: Service Quality, Agency Satisfactory, Mamuju District
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan
pengelolaan keuangan negara yang baik. Bagi pemerintah selalu diperlukan barang dan jasa
baik untuk keperluan operasional yang bersifat rutin seperti bahan baku, bahan penolong
(supplies), suku cadang, barang jadi, dan barang modal (asset) seperti tanah, bangunan, mesin
dan peralatan lainnya. Pengadaan barang dan jasa tidak dapat dihindarkan untuk menjamin
kelancaran operasional serta pertumbuhan dimana untuk mendapatkannya tidak dapat
diperoleh secara instan tetapi memerlukan tenggang waktu tertentu. Tenggang waktu tersebut
dimulai dari saat melakukan perencanaan, pemesanan, waktu untuk memproduksinya, waktu
untuk mengantarkan barang, bahkan sampai dengan waktu untuk memproses barang di
gudang hingga siap digunakan oleh pemakainya atau biasa di sebut pengguna barang.

Selain faktor waktu, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah memang sangat
strategis termasuk jika dilihat dari pertimbangan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka
pengadaan. Anggaran pengadaan barang dan jasa pada APBN 2018 sebesar Rp. 537 triliun,
lebih tinggi dari anggaran pengadaan barang dan jasa pada 2017 yaitu Rp. 525 triliun dan
2016 sebesar Rp. 429 triliun. Dari nilai tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.45,68 triliun dengan rincian:

1. Rp.20,36 triliun untuk belanja pegawai;
2. Rp.23,10 triliun untuk belanja barang; dan
3. Rp.2,22 triliun untuk belanja modal.
Sampai dengan kuartal kedua 2018, telah terealisasi 319 paket tender dari 639 paket

tender (Keterangan Pers Kemenkeu, 2018) Dari paparan data oleh Kemenkeu tersebut dapat



dilihat bahwa serapan anggaran untuk skala Nasional saja banyak dialokasikan pada
pengadaan barang dan jasa. Begitu pentingnya pengadaan barang dan jasa pada semua
tingkatan pemerintahan yang ada, dimana pengadaan barang dan jasa memasuki semua
alokasi anggaran seperti belanja modal, belanja hibah, dan belanja barang dan jasa.

Kompleksitas pengadaan barang dan jasa pun harus dikaitkan dengan fungsi-fungsi
manajemen secara garis besar yakni Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing),
Pengarahan (Directing), Pengendalian (Controlling). Untuk itu, dapat dikatakan disetiap
alokasi jenis anggaran disitulah terdapat pengadaan barang dan jasa.

Proses pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan sampai barang atau jasa
tersebut diterima atau digunakan oleh pengguna barang, sehingga didalam proses pengadaan
barang dan jasa juga diperlukan fungsi — fungsi manajemen seperti dalam proses pengelolaan
keuangan daerah.

Dapat dilihat bahwa nilai pagu anggaran pada pengadaan barang dan jasa cukup
besar, bahkan melebihi dari Pagu belanja modal, ini dikarenakan pengadaan barang dan jasa
tidak hanya berada pada satu lokasi anggaran yakni belanja modal, tetapi pada alokasi

anggaran belanja lainnya.



Tabel 1. Laporan Realisasi APB Kab. Mamuju tahun 2019 dan 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)
NO URAIAN REF ANGGARAN TA 2019 | REALISASITA2019 | (%) | REALISASITA2018
1| PpeNDAPATAN a2
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 521a.
3 Pendapatan Pajak Daerah 521a) 33,517,268,129.00 31.245030046.32 | B.2 26,446,053,866.33
4 Pendapatan Retribusi Daerah 52.1a2) 8,158,372,876.00 5386,042313.00 | 66.04 26,810,246,3%6.00
<) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 521a3) 6,098,421.900.00 341021918581 | 5.2 3,590,058, 39250
[ Lan-ain PAD Yang Sah 52.1a4) 51,359,950,593.00 4007709988234 | 78.03 18,587,348.45861
7 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (3s/d 6) 99,134,013 498.00 80,120,391,427.47 |  80.82 75,433,707,053 44
8 PENDAPATAN TRANSFER
9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 52.1b.1)
10 Bagi Hasi Pajak 521b.9)a) 12.951,504,000.00 9TT4THITIO0 | 7547 13,811,229,239.00
1 Bagi Hasi Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 521b.1)b) 1,203,620,000.00 651,102574.00 | 54.10 843,826,993.00
12 Dana Alokasi Umum (DAU) 521b.1)x) | 651748764000.00 | 651,748,764,000.00 | 100.00 | 627,775,286,000.00
13 Dana Alokasi Khusus (DAK) 521610 | 207012310000.00 [ 198529608,150.00 | 9590 | 219,255558,04200
" Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 13) §72,916,198,000.00 860,704,209,101.00 | 98.60 |  861,685,904,274.00
15 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 52.1b2)
1 Dana Penyesuaian 18,531,493,000.00 97,548,486000.00 | 526.39 70,314,731,000.00
7 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya ( 16) 18,531,499,000.00 97,548,486,000.00 | 526.39 70,314,731,000.00
18 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 52.1b3)
19 Pendapatan Bagi Hasi Pajak 49,688,543,535.00 35632,285658.26 | T1.71 32,204,153 968.93
2 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya ( 19 ) 49,688,543 535.00 35,632,285658.26 | 71.71 32,204,153,968 93
pal Bantuan Keuangan 52.1b4)
2 Bantuan Keuangan dari Pemerntah Daerah Provinsi Lannya 2,250,000000.00 2,250,000000.00 | 100.00 9,000,000,000.00
3 Jumlah Bantuan Keuangan (22 ) 2,250,000,000.00 2,250,000,000.00 | 100.00 9,000,000,000.00
pz) JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 17 +20+ 23) 943,386,240 535.00 996,134,960,759.26 | 105.59 |  973,204,789,242.93
5 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 521¢
% Pendapatan Hbah 50,409,551313.00 4939411930000  97.99 4167462372400
a7 Pendapatan Lainnya 79,016,987,000.00 000 0.0 6,250,00000
28 Jumlah LAN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH ( 26 s/d 27) 129,426,538,313.00 49,394119300.00 | 3316 41,680,873,724.00
2 TOTAL PENDAPATAN (7 + 24 428) 1,171,946,792,346.00 | 1,125649,491486.73 | 96.05 | 1,090,319,370,020.37
30 BELANJA
3 BELANJA OPERASI
2 Belanja Pegawa 522al) 405369654,183.00 | 392,920975,145.00 | 96.93 | 381,036,67883250
ki) Belanja Barang dan Jasa 522a2) 349240989628.00 |  303,010,929686.00 | 86.76 [ 325429,538,352.00
k') Belanja Hbah 522a3) 18,166,458,000.00 50,528,683,737.00 | 278.14 16,708,600,000.00
3 Belanja Bantuan Sosial 522ad) 172,000000.00 118,000000.00 |  68.60 476,000,00000
¥ JUMLAH BELANJA OPERASI (32 s/d 35 ) 772,949,101 816.00 746,578,588,568.00 | 96.59 |  723,651,017,184.50
ki BELANJA MODAL
3 Belanja Modal Tanah 522b1) 2,677816,147.00 2125441397.00 | 7937 677,337,500.00
k] Belanja Modal Peraatan dan Mesin 522b2) 47,440,397 496.00 36,965,323689.00 | 77.92 21,959,517 362.00
9 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 522b3) 110,358,989 507.00 9648178561100 [ 67.43 64,842,9409%4 00
4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 52.2b4) 96,491,648 445.00 91,043867063.00 | H4.35| 173,558,981,778.00
2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 52.2b5) 7,931,789835.00 7797578615.00 | 9831 11,451,843,003.00
4 JUMLAH BELANJA MODAL ( 38 s/d 42 ) 264,900,641,430.00 24414016375.00 | 88.49 [  272,490,620,637.00
“ BELANJA TAK TERDUGA
4 Belanja Tak Terduga 522¢ 1,227620,753.00 23525900000 | 19.16 578494,049.00
46 JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (45) 1,221,620,753.00 23525900000 [ 19.16 578,494,049.00
4 TOTAL BELANJA (36 + 43 +46 ) 1,039,077,363,999.00 981,227,863 943.00 | 94.43 | 996,720,131,870.50
48 TRANSFER
49 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 522d
£l Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 145,607,375800.00 | 145607,375800.00 | 100.00 99,615,868,500.00
5 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 657,808 550.00 61646704600 [ 93.72 195,508,500.00
52 JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN ( 50 s/d 51 ) 146,265,184,350.00 146,223, 842.846.00 | 99.97 99,811,377,000.00
53 TOTAL TRANSFER (52) 146,265,184,350.00 146,223,842.846.00 | 99.97 99,811,377,000.00
5 TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (47 +52) 1,185,342,548 349.00 | 1,127,451,706,789.00 | 95.12 | 1,096,531,508,870.50
5% SURPLUS / (DEFISIT) ( 29-54) 523 (13,395,756,003.00) (1,802215302.27)|  13.45 (6,212,138,850.13)
% PEMBIAYAAN
51 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
£ Penggunaan SILPA 13,395,7%,003.00 13,395,756,003.42 | 100.00 23,607,894 85355
59 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (58 ) 13,395,756,003.00 13,395,756,003.42 | 100.00 23,607,894,853 55
60 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
61 Penyertaan Modal/lnvestasi Pemerintah Daerah 0.00 000 0.00 4,000,000,00000
62 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (61 ) 0.00 0.00 0.00 4,000,000,000.00
63 PEMBIAYAAN NETTO (59-62) 524a 13,395,756,003.00 13,395,756,003.42 | 100.00 19,607,894,853 55
64 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) ( 55+ 63) 5245 - 11,593,540,701.15 13,395,756,003 42




Dari tabel 1 tersebut dapat dilihat Realisasi Anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp.
272.490.620.637,- sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 234.414.016.375,-. Adapun
jumlah Paket Pengadaan yang ada pada tahun 2018 sebanyak 1000 paket dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 297.676.000.000,- sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 848 paket
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 249.278.000.000,-

Mengingat alokasi belanja barang dan jasa yang cukup besar maka perlu adanya
pengawasan terhadap bentuk pelaksanaan dan pelayanan pengadaan. Dengan demikian,
terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan pelaksanaan barang dan jasa secara
menyeluruh. Peraturan ini memuat simplifikasi peraturan berupa pengaturan pada hal-hal
normatif serta penyederhanaan struktur yang semula berisi 19 bab berisi 139 pasal penjelasan
menjadi 15 bab berisi 94 pasal. Selain simplifikasi tersebut, peraturan ini juga memuat
beberapa perubahan istilah, perubahan definisi, serta penambahan pengaturan baru yang
mengakomodasi praktik terbaik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, deregulasi terhadap aturan-aturan
yang ada diharapkan dapat lebih fleksibel namun tetap terjaga akuntabilitasnya. Pada
peraturan baru ini, pengaturan mengenai standar dan prosedur diatur lebih lanjut melalui
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) serta
peraturan kementerian sektoral terkait.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah khususnya tidak dapat
dipisahkan dengan fungsi pelayanan publik. Untuk itu, standar yang ditetapkan dan
diimplementasikan harus senantiasa dilihat dari perspektif pelayanan publik termasuk

merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menurut Kurniawan, pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Kurniawan, 2005). Selanjutnya
menurut Kepmenpan No. 63 dan KEP dan M.PAN dan 7 dan 2003, publik adalah segala
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang—undangan. Secara garis besar Pelayanan Publik diartikan sebagai setiap kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan
yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan
Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian dan Lembaga dan
Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN dan APBD yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu
bentuk pelayanan publik yang diberikan negara dalam hal ini Pemerintah kepada baik antar
lembaga daerah selaku pengguna anggaran dan barang maupun kepada masyarakat selaku
pihak ketiga. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam
pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan
perekonomian nasional dan daerah.

Namun demikian, seringkali pelayanan yang diberikan kepada rekanan belum
sepenuhnya optimal karena berbagai faktor. Hal tersebut dapat ditemukan pada hasil

penelitian Simson yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan pengadaan secara elektronik



di LPSE Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya dapat dikategorikan belum optimal
walau beberapa dimensi kualitas pelayanan yang dinilai sudah optimal (Simson, 2018).

Dalam pada itu, berdasarkan hasil penelitian Riyan Rahayu Pratiwi, Nina Widowati,
Rihandoyo menunjukkan bahwa kualitas pelayanan e-procurement di Kota Semarang dapat
dikategorikan belum optimal. Walau terdapat beberapa dimensi kualitas pelayanan yang
dinilai sudah optimal. Faktor yang menghambat kualitas pelayanan e-procurement di Kota
Semarang yaitu dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang belum optimal. Perlu adanya
perbaikan dan pengoptimalan diberbagai dimensi pelayanan agar kualitas pelayanan tersebut
semakin meningkat (Pratiwi et al., 2014).

Fenomena pelayanan publik khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa
(PBJ) berbasis elektronik di Kabupaten Mamuju juga menjadi hal yang perlu mendapatkan
perhatian. Adapun fenomena yang terjadi seringnya terdapat pengaduan dari masyarakat
terhadap aparat penegak hukum terkait proses pengadaan barang dan jasa, Selain itu tidak
sedikit pihak media yag menyoroti dan meliput proses pengadaan barang dan jasa pada
Pemerintah Kabupaten Mamuju, serta adanya beberapa keluhan dari pihak OPD/ Instansi
Pemerintah pada kualitas pelayanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab
Mamuju. Salah satu upaya yang penting dilakukan adalah dengan melakukan kajian atas
kualitas pelayanan yang diberikan. Penelitian ini akan mengkaji kualitas pelayanan bagian

pengadaan barang dan jasa (BPBJ) sekretariat daerah pemerintah Kabupaten Mamuju.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement)
pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 dengan melihat dari tahapan pengumuman

lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran,



evaluasi dan kualifikasi dokumen penawaran serta penetapan dan pengumuman pemenang,
yang diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara e-procurement sesuai
dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Kualitas pelayanan BPBJ
Pemerintah Kabupaten Mamuju berdasarkan Penerapan Prinsip Prinsip Pengadaan
terhadap Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa (BPBJ) Sekertariat Daerah Pemerintah
Kabupaten Mamuju dilihat dari Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan Kualitas Pelayanan BPBJ Pemerintah
Kabupaten Mamuju dinilai oleh Instansi dan Rekanan terhadap Proses Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengadaan pada Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 beserta perubahannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui kelebihan dan
kekurangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pemerintah
Kabupaten Mamuju sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan, baik bagi
BPBJ itu sendiri maupun bagi instansi lainnya yang melaksanakan atau menggunakan jasa
BPBJ dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Serta diharapkan dengan adanya
penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju khususnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Setdakab Mamuju dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang dimiliki.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Birokrasi

Ismail Nawawi (2013) dalam bukunya menjelaskan birokrasi secara etimologi (asal
kata) yang terdiri dari dua kata yaitu; bureau yang berarti meja dan kratia (cratein) yang
sering diartikan dengan kata pemerintahan (Nawawi, 2016). Jika hanya kedua kata tersebut
secara harfiah digabungkan maka bisa diartikan sebagai pemerintahan atau administrasi
melalui kantor.

Almond dan Powel Ismail Nawawi (Nawawi, 2016) berpendapat birokrasi
pemerintah adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan
dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat kebijakan resmi. (The
governmental bureaucracy is a group of formally organized offices and duties, linked in a
complete grading subordinates to the formal role maker).

Wolfgang Kasper dan Streit dalam bukunya berjudul Institutional “Economics:
Social Order and Public Policy” mengatakan bahwa baran